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MENINGKATKAN MARTABAT PETANI BURUH

Oleh:
SAJOGYO

1. Dulan September 1979 di Jakarta berlangsung Seminar Petani
Buruh yang diadakan oleh HKTI (Himpunan Kerukunan Tani In-
donesia) dalam kerjasama dengan YTKI (Yayasan Tenaga Kerja
Indonesia). Seminar itu bertema "Peningkatan martabat pe-
tani buruh®" dan karena pentingnya hasil seminar itu layak
diulas lebih lanjut sambil memberi peluang pada lebih banyak
orang agar mengetahul apa arah pemikiran orang di seminar
itu. Walau sebelum seminar diadakan sempat diadakan pra-
seminar di 4 kota (Jakarta, Yogyakarta, Medan dan Bogor),
yang, hadir di seminar itu hanyalah 54 peserta, kecuali pa-
da waktu pembukaan yang dihadiri oleh wakil-presiden RI.

Siapakah yang dimaksud dengan ("petani buruh®? Memang
ini istilah baru agaknya, yang berasal dari HKTI. Baik
petani gurem yang lebih banyak hidup dari berburuhtani
maupun buruhtani yang tak bertanah tercakup di dalam isti-
lah "petani buruh"., Mungkin ada anggagapan bahwa mereka
yang berburuh pada perkebunanbesar atau perusahaan kehuta-
nan yang tergolong sektor formal, paling tepat disebut
"buruhtani®™ sedangkan "petani buruh" bekerja di sektor in-
formaly; '"webelum terjangkau oleh undang-undang dan pera-
turan pemerintah mengenai hubungan kerja #atau UU Bagi ha-
sil sejak 19663,

Di dalam Buku Rumusan Hasil Seminar (32 hal.,stensil)
tak tercantum jumlah petani buruh yang menjadi perhatian

bersama itue. A ccucoh s oilngy, /WLA bacnede beatiger L2 f&l.fa//stf/;;(
(BFL): bt Pdl /.

Tabel 1. L5 Pl pot a5 e feaxdl oK fotosne ;1] %

Sumberg - data : Pendudu% pedesaan, th 1376 %
g / rmt=rumahtangga
Susenas, 1976/BPS JTawa Daerah lain  Indonesia
(15,2 juta=- (7.6 juta rmt)(22.8 juta-
rmt ) rmt )

1) petani kecil
(lebih 0.5 ha) 3,7 jut% Tt 5, 3 Juta rmt 9,0 juta rmt

74 (39.57)
2) petani guren
(kurang 0.5 ha) 5.7 jutjormt Tl Puta ek Gpé Juta rmt
3) tak bertanah 58 Juta gmt 12 Juta fmt 7.0 3%3£'rmt
Junlah (243) (11.5 Juta rmt)(Z 3 Ju%i rmt) (L3, 8jutajrmt)
Toht(1424)) —s /5. L7Wh e 7€ pub fst zz,J’ ot
Lie?.) i) Cl"ﬁ
M,Mr&[lf}) — $. 6 8.6 pt 1t
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Sudah tentu data di Tabel 1 tak cukup merumuskan mas-
2lch kitas adakah 60%4 rumahtangga di pedesaan kita tergo-
long "petani buruh"? (di Jawa lebih tinggi lagi: 76% da-
ri pada di daerah lains 30%). Karena bidang pencarian
nafkah berganda pada umumnya rumahtangga pedesaan, maka
hanyalah petani gurem (kurang dari 0.5 ha) dan "rumahtang-
ra tak-bertanah" yang tergolong miskin (tahun 1976 berpeng-
hasilan kurang dari Rp 3000,- per orang per bulan) yang
menjadi masalah kita. Ternyata 66% rumahtangga tak-berta-
nan dan miskin bidang nafkah pokoknya memang berburuh atau
menjual jasa. Begitu pula rqmahtangga petani gurem yang
mengusahakan kurang dari O.25 ha di Jawa penghasilannya
setahun lebih banyak dari berburuhtani.

Dari dua golongan itu yang termasuk "miskin® ada 5.6
juta rumahtangga di Jawa (separoh golongan tsb.) dan.di
dewpe sde 3=
Y lah

6.2 juta rumahtangga miskin di pedesaan Indonesia (27% ru-

daerah lain 0.6 juta rumahtangga (seperempatnya):

mahtangga) yang tergolong "petani buruh" menurut seminar
tersebut, Memang masih ada lain golongan "miskin" teruta-
ma buruh di sektor lain, di pedesaan dan di daerah kota,
tapi masalah mereka tak dibicarakan.

Hasil seminar menyebutkan beragam masala.. yang menjadikan
golongan petani buruh itu miskin dan rendah martabatnya di
dalam masyarakat, yaitu (masalah struktural (peningkatan
penduduk, distribusi penguasaan tanah yang makin timpang,
peluang kerja di luar pertanian yang jauh btelum memadai),
masalah kelembagaan (terutama dalam hal pola penguasaan
tanah), masalah sosial budaya (ketergantungan anak-buah
dari bapak panutan) dan kebijaksanaan pembangunan yang le-
bih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan belum menjangkau
golongan petani buruh di desa.

Walaupun tak menyoroti golongan tak bertanah, tabel 2
dapat memberikan gambaran cukup baik pola penguasaan tanah
di nedesesan Indonesia,

Di dalam keseluruhan struktur agraria, lapisan atas

petani di desa (lebih dari 0.5 ha per satuan usaha rumah-
tangge ) 2dalah "petani kecil®™ dibanding satuan perketunan
besar (termasuk produksi kehutanan) yang merupakan petani
menenpah dan besar.
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Tabel 2. f/ruu‘«, ﬂjuu’c oL ﬂ’vﬂ-uu-'( S /"f@.«w ﬂ.taok(‘ /nﬁ.«,c.. .
S~
(Dari Sen- [ sektor Pertanian Sektor Perkebu~ Sektor Kehu-

A lAAlr waTm 1S L

S ir e 'S

su§ Perta- ' nan tanan -
nian, 1973nf'  (Hak gunz usoha )o{tanah negara)

e Pl e g S P e g e e e e g gt e gy e
Luas tanah Usaha:

a) Di Jawas

5.5 juta ha 0.65 juta ha 3.0 juta ha
(produksis 1.7
juta ha)
Satuan: 8.8 juta 773 L65
Luas =satuan usaha:
0.62 h 380 ha 4+350 ha

a
Pola distribusig

1) petani kecil:;

2306 jut&)
T.2%hg)

2) petanifgurem:
25.2 juta)
0.25 ha)

1) Perk.nesura:

22h4 S.)
1750 ha)

2) Perk.swastas

2599 Se )
L80 ha)

t) di dae-

(Hak milik, hak-
r2h lain

(Hak guna usaha)(hak p.hutan)

ulayat, dsbe.)

Luas tanah usahag

7.6 juta ha B, 58 ' juva ha se3 58 35uta ha
Satuang 4.9 juta 1.953 382

Luas satuan usaha:

1.56 ha 1.500 ha 93.000 ha

Pola distribusi:
1) petani kecil

(4.1 juta)(1.8ha)
2) petani gurem

(0.8 juta)(O.3ha) *) data 1979

. edsgee— 1
Jika membatasi pada hubungan kergaCS}upaa;an&anAAa—

&e0833an. yang berhadapan terutama d adalah lapis-
zn  pctani kecil dan golongan "petani buruh®.

~ian dari saran-saran hasil seminar itu berupa usul
pereccakan masalah dengan pendekatan "serba mengatur®(da-

lam hubungan kerja maupun soal-soal agraria) atau "ser-

ba pelayanan" (oleh dan dari Pemerintah, misalnya lewat
"Inores Keserhtan Kerja® dan "Kredit Kescmpatan Kerja").
Apakoh yang kita ketahuil tentang huturngan kerja antara
petani keeil dan lapisan petani buruh di desa?
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Untiuk nadesann di Jawa (di mana 904 golonzan petani buruh
miskin terdapat: 5.6 Juta rumahtangga, tahun 1976) keada-
an menunjukkan hahwa pada usahatani kecil (lebih dari 0.5
hektar), sebagian besar (€5% lebih) tenaga pgda—wsghd=mer
tani-¥eey] berasal dari buruh upahan yang ditawarkan oleh
lanisan petani buruh-itu. Pada dasawarsa 1930-an di Jawa
usahatani kecil pada lapisan atas itu sudah menarik 59%
tenaga dari luar keluarga cendiri, dan pada waktu itu su-
aah menyerap 968 jam-kerja (sebelum panen) per hektar pa-
di sawan. Dengan tingkat intensitas kerja setinggi itu
waktu itu produktivitas usahatani sawvah adalah (sebelum
panen) 1.6 kg Leras/orang-jam (Vink, 1941). Sebagai per-
bandingan tahun 1969-1971 (setelah beberapa tahun masuknya
bibit unggul baru padi) disebagian daerah pesawahan di
Jawa produktivitas kerja menaik hingga 2.2 kg beras/orang/
jam. Secara langsung umumnya di Jawa pemckaian bibit
unceul baru (dan lain sarana wodern: punuk, dsb.) tak me-
nyerap banyak tenaga lagi.

Ada peneliti yang mencirikan kehidupan desa di Jawa
sebagai “pola membagi kemiskinan" yang menjiwai hubungan
antar beragam lapisan itu. Dalam hal usahatani Padi sa-
wah data Survei Pertanian (BP3, 1971 ) memberi gambaran
"pola pembagian ini": dengan hasil kotor sebesar 1.6 ton
veras/hektar hasil bersih bagi petani adalah 1.1 ton/ha
atau dalam waktu 6 bulan (satu musim) rata-rata senilai
6 kg beras sehari. Buruhtani yang memperoleh 13.7% dari
hasil kotor, hanya berpenghasilan rata-rata 1.5 kg beras
seh¢ri dalam masa sama, dari sumber terscbut. Jika "ke-
miskinan® diartikan penghasilan paling rendah di suatu
masyarakat, lebih tepat dikatakan pola "membagl kemiski-
noan" itu terjadi antara sesama buruhtani yang bersaing.
Karena banyaknya tenaga buruh yang ditawarkan, tak sulit
bagi petani kecil lapisan atas di Jawa (25% rumahtangga
di desa yang menguasai 78% tanah) untuk menekan tingkat
upah burun serendah mungkine Peluang untuk bagi hasil di
atac tanah milik petani lapisan atas-pun makin lama makin

Dényempit. Hal ini paling jelas dalam masa 10 th terak-
hir ¢i Jawa, dan petani lapisan atas yang mendapat doro-
ngon kredit murah Bimas (padi) dari Pemerintah pandai
memanfaatkan peluang itu. Boleh dikata keuntungan usaha
dapat mereka perbesar di atas kemampuan menekan tingkat
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upan buruhtani yang selama masa itu memangp, tak berobah,
Dola fase panen padi (masuknya pedagang—nenebas sehineeo
pebunl tak perlun mengsatur panen sendiri, pemakaian sabit
pengunti ani-ani, dsb), pula dalam fasc pengolahan pgabnan
(nasugnya huller padi, unsur baru yang menguntungkan pe-—
tani) di Jawa terjadi penyisihan jumlah buruh wupahan,
terutama wanita yang berasal dari lapisan petani buruh.

Jika petani kecil lapisan atas juga mendapat dorong-
an untuk mulai memakai traktor tanpgan di sawah, walaupun
"sacara selektif", proses ## polarisacsi di pedesaan Jawa
akan lebih meningkat. Dalam proses itu "hukum ekonomi®
diberlakukan dengan bantuan Pemerintah, tanpa golongan
naling lemah di desa dapat mendorong kenada jalan ke luar
yang lain,

Diversifikasi nafkah di luar pertanian di pedesaan
Jao jup sndeh jauh berlangsung. SGama halnya dengan
pert2nian yang intensif tenaga tapi produktivitas rendah
(per orang-hari atau orang-janm), begitu pula pola nafkah
di bidang-bidang lain y2zng terbuka bagi orang di desa,
Dalam hal ini toh ada perbedaan juga! Petani buruh ter-—
doronr memasukil bidang-bidang lain itu secara terpaksa
(cenran mendapat pengnasilan lebin rendah per jam kerja),
scdang di lain fihak petani lapisar atas cengan hasil
pertanian yang cukup besar (dan kemudahan lain memasuki
zkonomi uang) lebih mqjur karena dapat memasukil bidang-
vidang yang lebih bermodal dan luas jangliauannya, misal-
ny2 industri kecil, angkutan, dagang dan jasa-jasa loain.
Petani buruh memasuki jalur "low road%, dan petani kecil
jalur "high road®! Di sektor lain netani ¥xccil yang lebin
mujur itu disebut "pengusaha golongan ckonomi lemah®,,
menurut ukuran nasional!
Jelas dari hubungan kerja antara lanisan oetani kecil dan
petoni buruh itu corak hubungan ketergantungan!i&ia, ya-
itn yaag.mﬁﬁéingkat golongan pedaganpg~perantara, kontrak-
tor kerja perkebunan besar (termasuk kchutanan) atau pro-

=

)

-k padatkarya pemerintah, dan lain golongan yang lebilh

k‘i
ey

mencuxcsci ekonomi uang atau sumber lain di 1lnar desa,

Jalit wengzamparkan bahwa pendekatan "serba pengatu-
ran" doan "serba pelayanan® oleh dan dari Pemerintah akan
aan 1 mempertaiki nacib golongan petani burulh "serba ter-
corte- o /terikat® itu, kecuali jikc *ada pembaharuan dalam
per~ncanaan sembangunan dan kelembhapgcan", Hal tersebut

terakhir menjadi himbauan dalam "Keslugpuian" seminar itu.



3.

“0~1 rclembagaan cukup banyak disoroti di seminar itug
152 wahana yang dapat *melayani dan/atau mengembangkan
irna serta karya masyarakat"?

Setelah menelaah beragam lembage di deca (bentuxen
nemerintah, lemhagn swasta, organisaci profesi, misal-
rye HKTI, dan beragam pranata tradisional, misalnya si-
nouan, arisan, scke subak dsb.) serta pcrmasalahan yenyg
a1mpai dalanm pembinaan serba lembaro itu -- terus te-
rans, hanyek "racan kertas" -- satu saran menyebut”per-
lu 4menata kembali organisasi profesi dan lembaga masya-
rokat di bidang pertanian/pedesaan khususnys". "Menata
tembali" diartikan "memberi iklim terbuks, lancdasan
certa kepastian hukum sebagal jaminan gerak operasional®
l-mbeaca dan organisasi yang ada.

Penataan kembali sistem kelembagann yang aéeavmanmpu
"meaingkatkan martabat petani buruh"™ secara nyata, me-
nurut xami baru dapat tercapal atas dasar dua jenis ke-
putusan politik sebagai berikutg

(2) Pertama, dengan memberi tanggung jawab kepada lapi-
san petani buruh tersebut (dan sekaligus golongan
miskin tak-bertanah) bagian-bagian penting dari tu-
gas/proyek Repelita (III sampai V, misalnya). Yang

cami maksuds program penghijauan/reboisasi/pentera-

san pencegah erosi, pengelolaan saluran tersier iri-

[

gasi, industri perumahan muran di desa serta keraji-
nan dan industri’ kecil lainnya. DMeunbteri tanggung
Jjawab itu bukan saja dalam peranan “pekerja padat-
karya/musiman", melainkan sebagai pemborong dan pe-
ngelola tetap yens é;ke:!éﬁﬁfpﬁ eteh "kelompok usaha
bercama" yang mereka bentuk. Program-program itu
csudah ada di Repelita, tinggal menyesuaikan tata-
cara pelaksanaannyat satuan kelompok merekalah pe-
laksananya, bukan badan/orang lain!

(b) Keduas mnengembangkan arti artisipasi® golongan

"

petaniv(dan lain golongan{f%aaggi mencakup tiga je-

nis arti lain yetbws “Aefsn “ia

1) peluang ikut menentukan kebi jaksanaan pembanpun-
an €di tingkat desa/kecamatan khususnya¥, lebih-
lebih di bicang-bidang di mana mereka diharap
ikut bekerja dan beruszha,

2) peluang éﬁgfmercncanakan pelaksanaan pembangunan
(catatan: s.d.a.),
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- 3) peluang ikut menilai hasil pembangunan, sampai mana
sudah pula memperbaiki keadaan mercka menurut ukur-
an dan pengalaman mercka sendiri, (Catatan: sda)

Garis kebijaksanaan kedua ini perlu ditegakkan agar "watak
sosial dan demokrasi" pembangunan serta "orientasi"-nya

"ke-dalam"™ lebih nyata "bertumpu pada pembangunan masyara-
kat", (kutipan dari Kertas Kerja Induk, dari HKTI).

Sampai kini arti "partisipasi™ terbatas pada (1) ikut
nelaksanakan dan (2) ikut mengenyam hasil pembangunan di
dalam pendekatan "serba pelayanan" dari atas yang hanya
mampu mencapai 10 - 20% "golongan sasaran" di lapisan ba-
wah masyarakat desa.

Untuk mendukung dua jenis kebi jaksanaan itu, tak ada jalan
yang lebih baik dari pada pengembangan potensi masyarakat
sendiri. Peluang "proyek" Repelita sudah dinikmati lapis-
an atas petani kecil (dalam Bimas Padi/Pangan), — kini
mulai diperluas di bidang modernisasi perkebunan rakyat—,
tinggal peluang serupa dibukakan untuk petani gurem dan
yang tak bertanah yang kurang kerja (kurang produktif) di
bidang-bidang di mana hanya merekalah yang mampu berkaryas
irisasi, reboisasi, dan sebagainya.

Iklim yang baik untuk "menyusun barisan®" banyak kelompok
kecil yang diharapkan dari pemerintah agar dengan kekuatan
dan kesadaran yang dibina, lapisan yang tertinggal di da-
lam pembangunan kita dapat mengangkat diri kepada "marta-
bat" yang lebih tinggi. Orang lain hanya dapat membantu
dalam proses itu, tak dapat melakukannya untuk mereka !

Pembimbing/penyuluh — bukan pegawai negeri -- yang
kami harapkan dapat tampil ke depan untuk berfungsi seba-
gal penyebar bibit persatuan kelompok (dan kelompok demi
kelompok), yang mempersatukan sejumlah kecil warga desa
yang sekepentingan dan sehaluan. Sebagian penyuluhan dan
uluran tangan pemerintah sudah berusaha menjangkau jalur
ini, misalnya: kelompok pendengar radio (siaran pedesaan),
kelompok petani "demfarm", kelompok petani pemakai air
(irifacsi), peguyuban aseptor (XB), dan sebagainya.

Setuan kelompok-kelompok semacam itulah yang kita mesti
hidupkan sebagai jalur dan sarana petani buruh (dan lain-
lzin unsur) agar dapat menaikan martabat diri, berkat ha-

sil usaha bersama (kelompok) yang mendapat pengakutan dari
golongan lain,
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Yang merupakan "unsur" baru (sekaligus batu penguji)
adalah tuntutan bahwa kelompok kecil itu sambil berkembang,
jura mampu mensadakan ker jasama antar-kclompok sehingga
memperbesar potensi bersama. Seorang pembimbing/penyuluh
di dcca dapat melakukan bimbingan pada maximal secjumlah
3C kclompok kecil yang masing-masing dikectuai oleh tokoh
pilinan kelompok itu sendiri, seorang dari golongan mercka.
(Tulisan B. Ismawan, di PRISMA, Juli 1978 yang mengutarakan
pengalaman di Yayasan Sosial Tani Membangun).

Tahap menumbuhkan kekuatan banyak kelompok kecil inilah
yang "terlewat”™ di dalam usaha Pemerintah membentuk dan
membesarkan satuan KUD (Koperasi Unit Desa) yang diharapkan
mempersatukan petani lapisan atas yang telah menikmati la-
yanan Program Bimas.

Usaha penyuluhan pada kelompok petani di desa pada u-
mumnya tidak sampai pada mendorong ke suatu usaha bersama
yang berartis kecuali pada kelompok petani pemzakai air
(masih taraf pilot) maksud berkclompok baru terbatas pada
penyuluhan unsur teknik usahatani dan diskusi kelompok.
Ununnya urusan usahatani tetap urusan masing-masing anggota.
Antera taraf "penyuwluhan kelompok®™ dan taraf persatuan se-
KUD belum ada usaha mempersambungkan " jembatan" yang punya
arti bagl petani yang tersebar di sekian desa di satu Ke-
cmatan atau satuan WILUD. Sementara itu petani lapisan
atac juga sudah mulai menikmati layanan sumber kredit baru
¢i kxoto yaitu KIK dan sebangsanya yang berarti jalur di
luar KUD. Kemajuan perorangan bagil sebagian petani itu --
mungkin sekali untuk usaha baru di luar pertanian, di luar

d¢esa — hanya akan tercapai oleh sebagian kecil petani
dari lapisan atas.,

(¢]

Baik petani kecil lapisan atas (lebih dari 0.5 ha, di Jawa
rata-rata 1.2 ha) maupun petani buruh (mencakup petani gu-
rem, rata-rata 0.25 ha) memerlukan bimbingan dalam menghi-
dupkan "kelompok usaha bersama™ masing-masing.

Bagaimana strategi kita sebaiknya?

Kami menganjurkan, agar bimbingan itu dilakukan terpisah,
yaitu untuk petani kecil dalam kelompok sendiri dan untuk
octani burun tersendiri. Tidak lain karenz kedudukan dua
aplsan itu berbeda dan masa depan masing-masing pun ber-
beda. Sebagian besar lapisan stas petani kecil (rata-rata
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1.2 ha di Jawa) sebaiknya tetap dibantu agar bertahaw se-
bagei lapisan menengah, dari segi masyarakat luas Indone-
sia yang mencakup desa dan kota. Dari kalangan merckalah

tampil pengusaha kecil/menengah di bidang-bidang lain di
Inar pertanian,

Apakah bimbingan pada kelompok lapisan bawah itu cu-
kun cunya dasar berpijak, mengingat bahwa rumahtangga di-
lapisan ini punya kesibukan diberagam bidang nafkah sepan-
jang tahun? Kecuali usahatani sempit berupa pekarangan,
teral, mungkin sepotong kecil sawah, ternak unggas/kecil,
dan ikan ]1ka ada air untuk kolam, mereka berburuh (tani
maupun lain), f&agang kecil, kerajinan dan jasa-jasa. Se-
ring ada pencari nafkah anggota rumahtangga di lapisan
itu pergi meninggalkan desa, ber-sirkulasi, untuk menyam-
bung, hidup, menghadapi bulan-~bulan paceklik di desa, dan
a6a yang mengadu nasib di kota kecil/besar.

Semua itu tergantung cdari kesadaran kelompok kecil
ite untuk bersatu dan dari kemampuan bersama untuk mencari
jolur kerjasama, termasuk kemauan saling-tanggung ("tang-
gung renteng®) dalam hal kredit yang diterima oleh kelom-
pok. DBantuan krecit murah dapat diberikan pada sesuatu
usaha kelompok (misalnya untuk masa 2 - 3 bulan usaha itu
erjclan, sesuail pasaran dan "musim"), pada uhha perorang-
an (anggota kelompok) dan usaha kongsian yang mengikat
beberapa anggota saja. Dalam hal kelompok bertindak seba-
ocal pengusaha pemborong (misalnya, dalam proyek padat kar-
ya) input tenaga tiap anggota diperhitungkan dalam memper-
timbangkan imbalan yang sepadan. Baik dalam hal usaha
yang memutarkan uang (dagang kecil perorangan, dan sebagai-
nya), input barang atau tenaga, usaha menabung selalu di-
nsahakan betapapun kecil hasilnya. Kredit dari luar ke-
lompok dapat dikaitkan dengan kemampuan kelompok memperbe-
sar tabungan bersama sehingga bantuan kredit selalu mendi-
¢ik, karena diukur menurut kemampuan usaha kelompok sendiri.
Karena pembentukan kelompok kecil atas dasar sukarela,
para anggotanva dapat bersama-sama mengukur sampai mana

kemampuor bersama itu pada tiap saat. Denpan bertemu se-
xali sebulan (jusa menyanckut angrota yanes sedang bekerja
di 1-ar deaa) basis kelompok itu tetap diusahakan di kam-
»me (RT, dsb) tempat tinrpgal sebagian besar anggotanya.
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Dari gambaran itu jelas bahwa calon pembimbing bagi ke~
lompok petani buruh tak selalu mesti orang yang punya pendi-
dikan ke juruan pertanian. Penyuluh bidang teknologi lain,
pekerja sosial, pendidik ataun mubalig yang mampu menghayati
cara pendekatan manusiawi yang sccsuail untuk membimbing
orwng=orang dari kalangan petani buruh miskin di dalam ke-
lompox pilihan mercka sendiri, semua tokoh-tokoh itu punya
peluang sama untuk berhasil sehagai pembimbing kelompok.

Di lain fihak kami menyangsikan apakah PPL (yang sudah 8000

orang dalam Program Bimas) dapat dipersaﬁgfan menjadi tenaga
penitimoing kelompoi usaha bersama pctanivyang berswakarya ?

Mereka sudah terlanjur menjadi pegawai negeri.

Jwalch rumahtangga miskin dari lapisan petani gurem dan tak
bertanah di Jawa di rata-rata satu Kecamatan ada k.l. 3.800
di c¢alanm penduduk Kecamatan sebesar 10,000 rumahtangga,/%h~n-

AER]

¢ika celuruh lapisan menyusun diri dalam kelompok usaha ber-
samc, akazn tersusun (misalnya) 140 kelompok)@dengan 20 - 30
orang, per kelompok3 atam rata-rata 10 kelompok per desa.,
Untuk satu Kecamatan di Jawa diperlukan 5 pembimbing kelom-
pol:,

Jike untuk Repelita-III gerakan mengembangkan kelompok usaha
versama akan dimulai di 400 kecamatan di Jawa (untuk menjang-
kzu 1,35 juta rumahtangea lapisan tersebut) sudah akan diper-
lukan sejumlah 2,000 orang pembimbing. Untuk pedesaan di
Jucr Jawa, untuk keperluan bimbingan serupa, dapat dikerah-
wan 200 pemhimbing (misalnya). Khusus untuk desa-desa baru

Loy 5

i 2450 satuan "provek transmiprasim (a 2000 rumahtangga )akan
¢iperlukar tambahan 1000 vembimbing agar menjangkau 0.5 juta
rmiahtanegze petani transmigran dan sejumlah petani l4in pen-
duduk sekitar proyek. (Untuk proyek transmigrasi pembinmbing
Velompok 1tu disebut "motivator"). Dengan gambaran itu se-
1omo Repelita-IITI akan diperlukan 3.200 orang pembimbing ke-
lompak, untuk dapat menjangkau k.l. 2.0 juta rumahtangga la=-
pisan purem/tak bertanah dan petani barun (transmigran) yang
separohnya jupga berasal dari lapisan sana.

Untuk calon pembimbing kelompok sebaiknya dipilih tenaga
muda, lulusan sSLTA (dari beragam latar-belakang pendaidikan)
vane nmenerlukan penataran khusus, setelah seleksi ketate. Un-
tuk membina tenaga pembimbing di lapang sebanyak itu akan

dinerlukan paling tidak 400 orang &=Sarjana Muda/Sarjana,
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misalnya lulusan Fakultas/Akademi dari beragam bidang. Me-
rekapun lebih dulu perlu dilatih sebaik-baiknya.

Perlu dicatat, bahwa jenis dan junlak tenaga pembim-
bing kelompok di lapang dan tcnaga pembina bagi mereka da-
pat (Can mesti) kita rencanakan/propgramkan, bahkan memaxai
"tar;et® (paling tidak diperlukan masa 10 th Repelita III
¢en IV). Tapi berapa jumlah kelomnok usaha bersama yang
capst berkembanpg, dari tahun ke tahun, pula berapa banyak
angrota yang dengan sukarela menggabunpgkan diri, hal itu
sobaiknya tidak kita jadikan "target®. Mereka-lah yang,
akan bangkit sendiri atau sama sekali "tidak bergerak".
Ini berbeda dari cara kerja suatu proyek pemerintah yang
di dol~m ambisinya mudah sekali tergelincir pada "target"
valaupun yang berupa "papan nama® di desa. (Sekian proyek,
sckian papan nama! Sudah ada losinan "papan nama" di desa,
karena instruksi dari atas).

Intsik mengerahkan dalam Jangka 4 tahun sisa é4 Repe-
lito IIT sejumlah misalnya 400 pembina (Sarjana Muda/Sarjana)
den 3200 pembimbing kelompok (lulusan SLTA/setaraf), akan
c¢ioerlukan (taksiran berdasar asumsi 20% inflasi setahun)
seiumlah Rp 13.4 milyar untuk beaya latihan/penataran dan
nane lelah dan beaya operasi/perjalanan para pembina dan
nembimbing itu.,  Tanpa beaya untuk infrastruktur bangunan/
peralatan, karena selama itu diasumsikan memakai “apa yang
cudzh ada" (juca personil dan fasilitas dl kampus,sekolah,
1~rn lain puszat latihaon, juga selama latihan mondok di ru-
mah penduduk desa) beaya itu masih perlu ditambah dengan
"ovarhezd", sehingea mencapai misalnya Rp 17,5 milyar.

Topi s»a artinya jumlah itu jika dikenakan pada jumlah
zngraran pembanpunan yang disedizkan untuk "penghi jauan/
reboisasi® (sudah Rp 40 milyar setahun), untuk "padatkarya"
on "irigasi tersier" serta "irigasi sederhana" (bukan sa-
ja mencakup tersier) yang mudah mencapai Rp 500 milyar
dalan ! tahun mendatang. Itu diperlukan demi pengamanan
dan menjamin daya guna sebesar-besarnya sckian banyak pro-
vek vital itu, tapi juga demi peningkatan martabat lapisan

actand mrem (atas usaha kelomnok dengan bimbingan satu
barisen nemuda oilihan, yang merunakan perintis "arus ba-
lik* ke desa). Seperti dalam hal "landreform" terdasar
*hanali untuk petani-penggarap® prinsip keadilan sosial
akan ternyata paling serasi dengan prinsip efisiensi eko-
nomi (usaha/proyek).
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Hambatan terbesar akan berupa tantangan terhadap perobahan
kebi jaksanaan yang berlaku sampai kini, dalam progranm peng-
hi jauan/reboisasi, pengelolaan irigasi tersier maupun pro-
gram padatkarya, di mana beragam badan dan personil peme-
rintah dan sejumlah kontraktor proyek (a.l. dengan peranta-
raan kepala desa) sudah punya kepentingan. Bagaimana men-
ciptakan semacam Keppres nomor 14 untuk membuka peluang
baru itu bagl golongan petani buruh di desa, sambil mulai
membimbing mereka dalam kelompok usaha bersama ?

Apalagi setelah Undang Undang Pemerintah Desa diterima yang
akan "memperkuat pemerintahan desa"™ yang berarti "jalur-
jalur yang ditangani kepala desa", demi "peningkatan parti-
sipasi rakyat" yang sampai kini sudah kita tahu hasilnya
tak menjangkau golongan petani buruh !

Dalam hal pengelolaan irigasi tersier, jelas golongan
petani yang memiliki sawah perlu dipertcmukan dengan para
petani buruh. Dengan sendirinya pamong desa akan ikut ser-
ta karena di banyak desa di Jawa sudah ada tokoh ulu-ulu,
hasil cangkokan Departemen P.U. sejak di zaman penjajahan
ke dalam Pamong Desa. Bagaimana pola baru itu digggﬁkan
di tiap desa, sehingga kelompok petani buruh menjadi pelak-
sana pengelolaan urusan irigasi tersier (atas dasar kontrak
dan upahan dengan petani penggarap sawah yang dilayani),
sebaiknya diserahkan pada proses peralihan setempat menurut
tempo &asing—masing. Di dalam sistem kerjasama antar ke-
lompok pengelola air itu di satu vak tersier masih akan
ada peranan bagi tokoh ulu-ulu. Lebih berat tantangannya
jika "upah pelayanan air irigasi" (pada kelompok pengeclola
tersier) akan dipisahkan dari pembayaran pajak Ipeda (yang
dianggap sudah mencakup "irigasi" dalam hal milik "sawah
irigasi"), karena ini mengenai kepentingan Pem-Da Kabupa-
ten. Mengingat keadaan pola bantuan pusat di dalam rangka/
batasan "otonomi daerah Kabupaten" yang kini berlaku sikap
itu dapat dimengerti.

Dalam hal pengelolaan kehutanan, bab "Pertanian/Peng-
airan™ di Buku Repclita-~III menyebut satu pemikiran menarik
yaitu "memberikan saham masyarakat dalam pengusahaan kechu-
tanan". Jika Dit jen Kehutanan akan mengembangkan bagion
"hutan penyanggah" di tepi hutan (berbatasan desa) untuk
memproduksi apa yang diperlukan oleh orang desa (kayu ba-
kar, rumput untuk ternak, dsb), sampai mana alternatif
lain (bukan pengusahaan oleh Perum Perhutani sendiri di
Jawa) akan diterima berupas pengelolaan bagian hutan pe-
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nyangrah itu oleh kelompok usaha bersama petani buruh di
barvah bimbingan teknis Perum tersebut? Kccuali upah dari
bekerwq, qnparoh hasil hutan itu menjadi haknya kelompok:
bukwn/kayu jati melainkan hasil lain yang tumbuh ccpat

dan merupakan bahan bangunan murah ba;i industri kecil ru-
moh murah di desa. Dalam sistem baru itu kita dapat ne-
ningsalkan tumpangsari tanaman padi, dan ccbagainya yang
bagaimanapun menimbulkan erosi. Memang sistem baru itu
berarti pengurangan penghasilan negara dari hutan produk-
si yang dibangun tapi pengalihannya sengaja dijatulbikan
pada molongan petani buruh yaitu mereka yang bersatu dalam
kelompok usaha bersama dan menerima beragam bimbingan.

Untuk pertama kali,
lanisan petani gurem dan mereka yang tok-bertanah akan da-

pat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan wakil
wakil petani lapisan atas di forum tersebut, mengenai hal-

hal yang menyangkut kehidupan bersama.

Pimninan KUD-pun dapat memanfaatkan musyawarah antar-kelom-

nok dan.jantar—desa}/éua Kali setahun, (wm&dsaiays setiap

musim), untuk membicarakan kemajuan den situasi perckonomi-

an se-Kecamatan, termasuk masalah agraria dan hubungan M—‘ujv
&2 perburuhan.

Dengan menunjuk pentingnya (strategis) pengembangan
jalur"Partisipasi® untuk lapisan petani buruh, menurut ske-
nario di muka, secjumlah Jalur lain akan lebih terjamin ka-
renc vaenbuka kecsempatan berusaha dan peluang bekerja, me=-
nyusullah kenaikan penghasilan rumahtangga secara berarti,
kecukupan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan (dalam
urutan-uratan ini). Para wanita-pun akan dapat mengembang-
kan kelompok mereka sendiri jika dikehendaki, Jjuga dibidang
nafkah tambahan. Kurpekdn Hal ini akan berarti perlunyz
menambah jumlah pembimbing kelompok sehingga sampai sepa-~
rohnya jumlah nembimbing adalah wanita pula.

Di bidang penJidikan dan pclayanan kesehatan, kelom-
pok-=pun dapat berjasa jika dengan mempraxtekkan caraecara
nenabung bercane secara bergotong-royong, capat meringzan-
kan beben anggota di dua bidang sosial itu. Dalam hal
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bantuan hukum jalur kelompok juga akan banyak membantu, se-
hingra golongan petani buruh dapat lebih mampu memper juang-
kan hak-haknya sambil dibina dalam mematuhi kewajiban seba-
gal warga negara yang sadar.

L 2.2

Dimuat di SK "Sinar Harapan" 5-6 Pebruari 1980 dengan judul: Meningkatkan Martabat
Petani-buruh
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